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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lembaga Pemasyarakatan 

1. Pengertian Pemasyarakatan 

Perlakuan yang tidak manusia terhadap narapidana telah mendapat 

perhatian Negara-negara didunia. Bermacam-macam usaha pembaharuan 

pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana 

telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh 

Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran 

Becceria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip 

perlakuan yang layak bagi narapidana.
15

 Pembaruan pidana penjara 

kemudian diikuti oleh Negara-negara Asia yang mengakui kemerdekaan 

dan hak asasi manusia dengan disemangati oleh asas kemanusiaan. 

Selanjutnya di Indonesia sendiri perlakuan terhadap narapidana 

terus mengalami perubahan yang awalnya terpidana atau narapidana 

adalah seseorang yang kurang bersosialisasi dan beranggapan bahwa 

kejahatan merupakan komplik yang terjadi antara terpidana dengan 

masyarakat, Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik 

atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatny. 

Kemudian dengan disahkannya undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 
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Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13641, maka 

secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas yaitu 

suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan. 

Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu 

penyelidikan atau melakukan suatu usaha.  

b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang 

keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum 

dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan 

kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang 

dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut 

terlibat, untuk kembali ke masyarakat. 

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan 

pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di 

Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, 

tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan 

merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni 

Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan 

Pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang 
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tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan 

bersalah atau tidak oleh hakim. Lembaga Pemasyarakatan juga diartikan 

sebagai suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan 

pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun 

pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah 

masyarakat. 

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah 

telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan 

perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan 

memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak 

terpidana. 

2. Sistem Pemasyarakatan 

Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang sistem Pemasyarakatan ditentukan bahwa :
16

 

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 

serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang 

dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan 

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 

jawab.” 
17

 

 
Kemudian dalan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang 

Pemasyarakatan ditegaskan bahwa :  
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“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk 

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 

menyadari kesaiahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” 

 

Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem 

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-

asas berikut
18

 : 

a. Asas Pengayoman 

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan 

c. Asas Pendidikan 

d. Asas Pembimbingan 

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia 

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-Satunya Penderitaan 

g. Asas Berhubungan dengan Keluaraga atau Orang-Orang Tertentu 

 

B. Narapidana 

1.  Pengertian Narapidana 

Untuk dapat melakukan pembahasan terkait pemenuhan hak 

mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak bagi anak, maka 

haruslah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah terkait pembahasan 

tersebut. Pertama, penulis mencoba mengambil beberapa kutipan terkait 
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pengertian narapidana. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti 

bahwa Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani 

hukuman karena tindak pidana) terhukum. 

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan 

bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya 

berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: 

Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga 

Pemasyarakatan. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani 

pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 

ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana 

adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di 

Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. 

2. Hak – hak Narapidana 

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan 

hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak 

moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu 

bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut 

hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari 
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masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun 

dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu 

persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak 

hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama 

tersebut di atas. 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga 

Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak : 

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 

b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani  

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 

e. menyampaikan keluhan  

f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang 

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya  

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga 

k. mendapatkan pembebasan bersyarat 

l. mendapatkan cuti menjelang bebas, dan 

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. 
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C. Pelaksanaan Hak Warga Binaan menurut PP No 99 Tahun 2012 

1. Hak dan Kewajiban Warga Binaan 

Menurut Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 yang 

sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006, dan 

sebelumnya juga adalah Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 

Mengenai hak-hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah 

sebagai berikut : 

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 

b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani  

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 

e. menyampaikan keluhan  

f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang 

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya  

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga 

k. mendapatkan pembebasan bersyarat 

l. mendapatkan cuti menjelang bebas, dan 

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. 
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Selanjutnya disamping hak-hak Warga Binaan yang mesti di 

penuhi oleh pemerintah akan haknya, namun Warga Binaan juga dituntut 

untuk bisa dan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik 

sebagaimana yang telah tertulis didalam Peraturan tersebut, adapun 

kewajiban Warga Binaan adalah sebagai berikut : 

a. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti 

program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya. 

b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian 

seragam yang telah ditetapkan 

c. Setiap narapidana wajib menjaga ketenteraman dan kenyamanan di 

dalam Lapas 

d. Setia narapidan yang keluar Lapas dalam hal-hal yang luar biasa wajib 

meminta izin kepada kepala Lapas. 

2. Kewajiban Lembaga Pemasyarakatan
19

 

a. LAPAS wajib memberikan Pendidikan dan Agama kepada Warga 

Binaan atau Narapidana 

b. LAPAS wajib meneyediakan petugas yang dapat memberikan 

bimbingan rohani dan budi pekerti 

c. LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 
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d. Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan pendidikan danpengajaran di dalam LAPAS. 

e. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan 

disediakansekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga 

kesehatan lainnya. 

f. Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang 

sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada 

keluarganya 

g. Kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengelolaan makanan, yang 

meliputi pengadaan, penyimpanan, penyiapan makanan kebersihan 

makanan, penuhan syarat-syarat kesehatan dan gizi dan pemeliharaan 

peralatan masak, makan, dan minum. 

h. Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan meninggal dunia 

karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera 

memberitahukan kepada keluarganya 

i. Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan diduga 

meninggal secara tidak wajar, maka Kepala LAPAS segera melapor 

kepada Kepolisian. 

j. Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) 

ruangan khusus untuk menerima kunjungan 


